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Universitas Diponegoro 

E-mail: kendarudd@gmail.com 

 

Abstrak  

Tanah merupakan salah satu faktor terpenting dan salah satu aset paling berharga yang dapat dimiliki 

manusia. Dengan keberadaan tanah yang menjadi salah satu aset paling berharga ini, maka pemilik 

suatu bidang tanah sebaiknya menjaminkan kepastian hukum atas tanah milik mereka dengan 

mendaftarkannya untuk mendapatkan hak atas tanah. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Tlogosari Wetan yang meliputi bagaimana 

pelaksanaanya, masalah yang timbul saat pelaksanaannya, dan cara untuk menyelesaikan masalah 

yang timbul agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan dengan lancar. Metode penelitian yang 

digunakan yakni yuridis empiris, yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk 

mendapatkan data, dan penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kelurahan Tlogosari Wetan 

belum berjalan dengan maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapat 30% masyarakat Kelurahan 

Tlogosari Wetan yang tidak mendaftarkan tanah milik mereka serta pemohon pendaftaran tanah 

yang mana tanah mereka secara keseluruhan masih tergolong ke dalam golongan K3 sejak tahun 

2018, dan upaya terbaik untuk penyelesaian sisa 30% tanah yang belum terdaftar adalah dengan 

sosialisasi. 

 

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Hasil Klasterisasi Tanah 

 

Abstract 

Land is one of the most important factors and one of the most valuable assets that humans can own. 

With land being one of the most valuable assets, the owner of a plot of land should secure legal 

certainty over their land by registering it to obtain land rights. 

This research aims to determine and analyze the results of land clustering carried out in Tlogosari 

Wetan Village and ways to solve problems for 30% of unregistered land in Tlogosari Wetan Village. 

Research method used in this research is the empirical juridical, that researcher goinng directly to 

the field to obtain data. This research uses qualitative analysis methods.The results of this study 

indicate that the implementation of PTSL in Tlogosari Wetan Village has not been running 

optimally, this is because there are still 30% of the Tlogosari Wetan Village community who have 

not registered their land and land registration applicants where their overall land is still classified 

as K3 since 2018, and the best effort to resolve the remaining 30% of unregistered land is by 

socialization. 

 

Keywords: Land Registration, Certificate, PTSL 
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I. PENDAHULUAN 

      Bumi, air, dan ruang angkasa, 

serta kekayaan-kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya adalah suatu 

anugrah yang disediakan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa kepada seluruh 

makhluk hidup yang ada, dan 

terutama untuk seluruh rakyat 

Indonesia. Olehkarena itu, sudah 

sewajarnya bila pemanfaatan fungsi 

bumi, air, dan ruang angkasaberserta 

seluruh kekayaan yang terkandung di 

dalamnya digunakan untuk mencapai 

kemakmuran seluruh rakyat 

Indonesia  sebesar-besarnya.  

      Bumi yang dimaksud dalam hal 

ini adalah tanah yang terdapat di 

seluruh wilayah Republik Indonesia 

yang digunakan untuk sarana 

pemakmuran rakyat Indonesia. 

Peranan tanah dan keberadaannya di 

muka bumi ini tidak bisa dipisahkan 

dari kegunaannya yang sangat 

bermanfaat bagi kehidupan makhluk 

yang tinggal di bumi. Tanah berfungsi 

sebagai media tumbuhan untuk 

tumbuh dan berkembang, yang 

selanjutnya tumbuhan itu dapat 

dimanfaatkan oleh makhluk hidup 

lain, yaitu hewan dan manusia. Selain 

sebagai media tumbuhan untuk 

berkembang, tanah juga bisa 

digunakan oleh manusia sebagai  

media untuk membangun tempat 

tinggal, dan masih banyak manfaat 

lainnya yang dapat diambil dari tanah. 

Sehingga dengan banyaknya manfaat 

yang ada, dapat dikatakan bahwa 

tanah merupakan salah satu elemen 

yang paling penting dalam kehidupan 

manusia.  

 
39 Abdurrahman, Masalah Hak-Hak Atas 

Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, 

(Alumni, Bandung, 1983), halaman 1. 

      Tanah merupakan tempat 

permukiman bagi kebanyakan 

manusia, disamping sebagai sumber 

penghidupan bagi manusia yang 

sedang mencari nafkah.39  Dengan 

semakin bertambahnya jumlah 

masyarakat, maka akan bertambah 

juga kebutuhan tanah, tetapi hal ini 

tidak berbanding lurus dengan luas 

tanah yang ada.  

      Seiring berkembangnya zaman, 

semakin lama semakin banyak tanah 

yang dimiliki dan ditempati oleh 

masyarakat. Hal ini tentunya juga 

sejalan dengan perkembangan 

masyarakat dan angka kelahiran yang 

tinggi di Indonesia sehingga tanah itu 

sendiri menjadi salah satu kebutuhan 

primer. Dengan adanya kebutuhan 

atas tanah yang semakin bertambah 

itu, masyarakat yang sadar akan 

pentingnya melindungi tanah milik 

mereka pun akhirnya mendaftarkan 

tanah kepemilikan mereka.  

      Untuk menjamin adanya 

kepastian dan perlindungan hukum 

bagi pemegang hak atas tanah, maka 

Pemerintah menggencarkan program 

pendaftaran tanah. Tujuan dari 

dilaksanakannya pendaftaran tanah 

sendiri dijelaskan dalam Pasal 19 

Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) dan telah ditegaskan kembali 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 

24 Tahun 1997 adalah untuk 

memberikan jaminan kepastian 

hukum di bidang pertanahan. 

Kepastian hukum yang dapat dijamin 

meliputi kepastian mengenai letak 

dan luas tanah, status tanah, dan pihak 

yang berhak atas tanah dan pemberian 

surat berupa sertipikat.40 

40 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah 

dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), halaman 114. 
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      Pendaftaran tanah yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah akan 

berjalan apabila masyarakat memiliki 

kesadaran akan hukum. Semakin 

banyak masyarakat yang sadar akan 

pentingnya memiliki kekuatan hukum 

tetap atas tanah mereka, maka 

program yang dilaksanakan oleh 

pemerintah ini akan berjalan dengan 

baik. Begitu pula sebaliknya, 

walaupun pemerintah sudah memberi 

kemudahan bagi masyarakat untuk 

mendapatkan kekuatan hukum tetap 

atas tanah milik mereka, jika 

masyarakat sendiri tidak sadar akan 

hukum, maka program yang 

dilaksanakan oleh pemerintah akan 

terhambat.  

      Melihat data yang ada di 

Kelurahan Tlogosari Wetan, 

kebanyakan masyarakat sudah 

memiliki sertipikat dan sudah 

melakukan pendaftaran atas tanah 

yang mereka miliki. Data yang 

peneliti bicarakan di atas adalah data 

yang peneliti dapatkan dari Kantor 

Kelurahan Tlogosari Wetan. Dengan 

diadakannya program PTSL 

(Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap), sudah ada sebanyak 70% 

(tujuh puluh persen) masyarakat yang 

sudah mendaftarkan kepemilikan 

tanah mereka. Sedangkan untuk 30% 

(tiga puluh persen) tanah yang belum 

didaftarkan, pihak Kelurahan masih 

belum bisa menemukan pemilik 

aslinya, atau tanah-tanah yang belum 

didaftarkan ini ternyata masih terlibat 

dalam masalah sengketa pertanahan 

sehingga pendaftaran tanah belum 

dapat dilakukan.41 

 

 
41 Prariset dengan Kamto (selaku Kepala 

Kelurahan Tlogosari Wetan), tanggal 20 

Agustus 2022, di Kantor Kelurahan Tlogosari 

Wetan. 

      Sebanyak 30% (tiga puluh persen) 

tanah yang belum didaftarkan ini, 

tentunya berdampak bagi pihak 

Kelurahan karena hal ini menjadikan 

pendataan tanah yang ada menjadi 

lebih sulit. Maka dari itu, tanah yang 

belum didaftarkan ini menjadi tugas 

pihak Kelurahan untuk 

menyelesaikan permasalahannya agar 

pendataan tanah menjadi lebih 

mudah.Membahas tentang tanah, 

tentunya tanah-tanah ini tidak hanya 

sebatas tanah yang digunakan untuk 

tempat tinggal warga, namun 

fasilitas-fasilitas yang ada di 

Kelurahan Tlogosari Wetan juga 

masih ada yang belum didaftarkan 

hak kepemilikan tanahnya. Misal 

tempat ibadah berupa masjid yang 

masih menjadi tanah wakaf, dan 

fasilitas lain yang masih berupa tanah 

wakaf. Tanah-tanah yang memiliki 

fungsi dan jenis yang berbeda-beda 

ini, nantinya akan dibedakan dan 

dikelompokkan dengan sistem 

klasterisasi tanah.  

      Klasterisasi tanah adalah suatu 

program yang dilaksanakan untuk 

mengelompokkan tanah sesuai 

dengan jenis dan fungsinya masing-

masing agar tanah yang 

dikelompokkan ini termasuk ke 

dalam kelompok yang sesuai dengan 

jenis dan fungsinya. Dengan 

dilaksanakannya klasterisasi tanah 

ini, tentu akan mempermudah pihak 

Kelurahan untuk membedakan jenis 

dan fungsi tanah yang ada di 

Kelurahan Tlogosari Wetan. 

      Kerangka pemikiran yang 

digunakan dalam penelitian ini 

berfokus kepada Pelaksanaan PTSL 
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di Kelurahan Tlogosari Wetan 

sebagai poin utama dalam kerangka 

pemikiran ini, yang kemudian dibahas 

lebih lanjut tentang PTSL yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia No. 6 

Tahun 2018 tentang Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap, dan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Hasil yang akan didapat dari kerangka 

berpikir ini adalah hasil pelaksanaan 

klasterisasi di Kelurahan Tlogosari 

Wetan dan hambatan dalam 

pelaksanaan PTSL. Data yang 

dibutuhkan akan dianalisis secara 

yuridis empiris, dan setelah analisis 

dilaksanakan maka akan ditemukan 

penjelasan mengenai hasil klasterisasi 

dan faktor penghambat PTSL. 

      Berdasarkan dari uraian latar 

belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil klasterisasi 

dalam pelaksanaan Pelaksanaan 

Pendaftaran Sistematis Lengkap 

di Kelurahan Tlogosari Wetan? 

2. Bagaimana cara penyelesaian 

untuk sisa 30% tanah yang belum 

didaftarkan di Kelurahan 

Tlogosari Wetan? 

 

II. METODE PENELITIAN 

      Penelitian ini akan menggunakan 

metode pendekatan yuridis empiris. 

Spesifikasi penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni deskriptif 

analitis yang diharapkan dapat 

memberikan sebuah gambaran yang 

jelas, sistematis, serta menyeluruh 

terkait dengan permasalahan yang 

telah disampaikan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis 

empiris, sehingga data yang diperoleh 

dan digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Teknik 

pengumpulan data primer dilakukan 

dengan cara wawancara kepada 

narasumber yang dituju. 

      Penelitian ini menggunakan 

metode analisis data dengan 

pendekatan normatif kualitatif. Data-

data yang digunakan dalam penelitian 

ini berbentuk kata-kata verbal. 

Analisis data ini diperoleh dari bahan 

hukum primer dan sekunder. Setelah 

menganalisis data dan pengakajian 

dalam penelitian ini maka akan 

diperoleh kesimpulan dengan 

menggunanakan metode penarikan 

kesimpulan induktif. Penelitian 

normatif kualitatif menggunakan 

penarikan kesimpulan melalui metode 

induktif yakni suatu metode dalam 

penarikan kesimpulan dari suatu 

permasalahan yang bersifat khusus 

terhadap permasalahan umum yang 

sedang dihadapi 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Klasterisasi Dalam 

Pelaksanaan PTSL di 

Kelurahan Tlogosari Wetan 

1. Gambaran Umum Kelurahan 

Tlogosari Wetan 

      Dilihat secara geografis, 

Kelurahan Tlogosari Wetan 

merupakan suatu daerah dataran 

rendah di Kecamatan Pedurungan, 

yang berada pada titik koordinat 6.99 

Lintang Selatan dan 110.47 Bujur 

Timur dengan ketinggian berkisar 

antara 0-4 meter dari permukaan air 

laut dan dengan curah hujan rata-rata 

600mm per tahun. Sebagian besar 

wilayah Kelurahan Tlogosari Wetan 

terdiri dari tanah kosong dan sebagian 

untuk pemukiman penduiduk. 

Dengan luas wilayah yang seluas 

5.69% dari total luas wilayah 

Kecamatan Pedurungan (125.515 
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Ha), Kelurahan Tlogosari Wetan 

sudah cukup luas untuk menjadi 

wilayah pemukiman penduduk, 

walaupun luas wilayah tersebut 

sangat kecil jika dibandingkan 

dengan Kelurahan Tlogosari Kulon di 

sebelah barat yang memiliki luas 

280.5 Ha atau setara dengan 11.15% 

dari total luas wilayah Kecamatan 

Pedurungan.42 

      Batas-batas wilayah Kelurahan 

Tlogosari Wetan dilihat dari posisi 

geografisnya adalah berbatasan 

dengan Kelurahan Bangetayu Kulon 

di sebelah utara, Kelurahan 

Tlogomulyo di sebelah timur, 

Kelurahan Pedurungan Tengah di 

sebelah selatan, dan Kelurahan 

Tlogosari Kulon di sebelah barat. 

      Kelurahan Tlogosari Wetan 

terletak di pinggiran kota yang 

berbatasan langsung dengan wilayah 

Kelurahan Bangetayu Kulon 

Kecamatan Genuk di sebelah utara, 

dan menurut pihak Kelurahan, tingkat 

kemajuan daerah di Kelurahan 

Tlogosari Wetan sangat ketinggalan 

apa bila dibandingkan dengan 

kelurahan lain yang ada di wilayah 

Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang. Hal ini disebabkan oleh 

masih rendahnya tingkat Sumber 

Daya Manusia (SDM), dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang 

kurang.43 

      Berkaitan dengan gambaran 

umum tentang Kelurahan Tlogosari 

Wetan, dilihat dari kondisi demografi 

yang ada, Kelurahan Tlogosari Wetan 

dihuni oleh penduduk sebanyak 8.571 

jiwa berdasarkan data kependudukan 

yang terhitung sampai bulan 

Desember 2018. Penduduk yang 

 
42 BPS Kota Semarang, Kecamatan 

Pedurungan Dalam Angka 2021, halaman 3-

4. 

berjumlah 8.571 jiwa ini terdiri dari 

sebanyak 4.323 jiwa penduduk laki-

laki dan 4.248 jiwa penduduk 

perempuan. Jumlah ini masih terus 

bertambah seiring dengan 

perkembangan Kelurahan dan jumlah 

keluarga yang selalu bertambah. 

      Kelurahan Tlogosari Wetan yang 

memiliki luas wilayah 125.515 Ha 

dan dihuni oleh 8.571 jiwa ini terdiri 

dari 4 RW yang masing-masing RW 

menaungi beberapa RT di dalamnya. 

Berdasarkan hasil penafsiran 

topografinya, wilayah Kelurahan 

Tlogosari Wetan terletak pada dataran 

rendah di Kota Semarang daerah 

timur. Dengan tingginya yang hanya 

berjarak 4 meter dari permukaan laut, 

membuat Kelurahan Tlogosari Wetan 

termasuk ke dalam wilayah yang 

mudah terendam banjir, meskipun 

tidak semua wilayah Kelurahan 

Tlogosari Wetan adalah kawasan 

yang rawan banjir, namun jika terjadi 

hujan yang cukup deras, hampir 

keseluruhan wilayah Kelurahan 

Tlogosari Wetan terendam air dan 

karena sungainya yang terbilang 

kecil, air banjir cenderung lebih lama 

untuk surut. 

      Jenis mata pencaharian yang 

dimiliki oleh warga Kelurahan 

Tlogosari Wetan memiliki banyak 

sekali ragamnya, diantaranya 

peternakan, pertanian, perdagangan, 

angkutan, dan berbagai macam 

penyedia jasa. Mayoritas warga 

memiliki mata pencaharian sebagai 

pedagang dan tukang angkut 

dikarenakan Kelurahan Tlogosari 

Wetan termasuk ke dalam kawasan 

industri, yang mana sangat 

mencerminkan banyaknya warga 

43 Kamto, Wawancara, Kepala Kelurahan 

Tlogosari Wetan (Semarang: 15 Januari 

2023) 
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yang memiliki 2 (dua) jenis mata 

pencaharian tersebut. Mata 

pencaharian warga berupa pertanian 

dan peternakan tidak menjadi mata 

pencaharian umum di Kelurahan 

Tlogosari Wetan karena lahan di 

daerah ini cenderung sempit sehingga 

sulit untuk menjalankan mata 

pencaharian yang membutuhkan 

lahan luas. 

 

2. Pelaksanaan PTSL di 

Kelurahan Tlogosari Wetan 

      Tanah dan segala sesuatu yang 

berada di atas maupun dalamnya 

merupakan salah satu anugerah 

pemberian Tuhan Yang Maha Esa 

kepada semua makhluk hidup yang 

ada di bumi. Dengan adanya tanah 

yang menjadi anugerah dari Tuhan 

ini, semua makhluk hidup dapat 

menikmati semua yang disediakan 

oleh tanah, terutama dalam hal ini 

adalah lahan untuk tempat tinggal 

bagi manusia. Dengan banyaknya 

manusia yang membutuhkan tanah 

sebagai lahan tempat tinggal, maka 

seseorang sebagai pemilik tanah yang 

digunakan untuk tempat tinggalnya 

harus bisa membuktikan kepemilikan 

atas tanah yang ditempatinya, yaitu 

dengan membuat sertipikat hak atas 

tanah.  

      Dengan adanya kebutuhan 

manusia akan sertipikat hak atas tanah 

yang menjadi bukti sah kepemilikan 

atas tanah yang dilindungi oleh 

hukum, maka pemerintah membuat 

Pasal 19 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria, yang 

kemudian dijabarkan ke dalam 

 
44 Petunjuk Teknis No. 01/Juknis-

100.Hk02.1/I/2021 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap, halaman 12. 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah yang 

mengamanatkn bahwa pemerintah 

mengadakan program pendaftaran 

tanah bagi seluruh rakyat Indonesia 

dan menjelaskan bahwa sertipikat hak 

atas tanah adalah suatu bukti yang 

kuat dan sah tentang suatu 

penguasaan atau kepemilikan atas 

tanah..  

      Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) 

dilaksanakan oleh pemerintah karena 

selain menjadi bukti sah kepemilikan 

atas tanah, namun juga memberi 

jaminan dan kepastian hukum bagi 

pemilik dan tanah yang dimilikinya, 

sehingga pemerintah mewajibkan 

warga negara untuk mendaftarkan 

tanahnya untuk mendapatkan 

sertipikat. 

      Dalam pelaksanaan program 

PTSL di Kelurahan Tlogosari Wetan, 

ada beberapa tahapan yang harus 

dilaksanakan. Tahapan yang 

dilaksanakan dalam pelaksanaan 

program PTSL ini berpedoman pada 

Petunjuk Teknis No. 01/Juknis-

100.Hk02.1/I/2021 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap, yaitu44 : 

Tahap Perencanaan, Penetapan 

Lokasi, Persiapan, Pembentukan 

Panitia, Penyuluhan, Pengumpulan 

Data Fisik dan Yuridis, Penelitian 

Data Yuridis untuk Pembuktian Hak, 

Pengumuman Data Fisik dan Yuridis, 

Penyelesaian Kegiatan PTSL 

(Kluster), Pengakuan Hak Atas 

Tanah, Penerbitan Sertipikat Hak 

Atas Tanah, Penyerahan Sertipikat 

Hak atas Tanah, dan Pelaporan. 
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      Hasil dari pelaksanaan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap 

(PTSL) adalah data tentang 

klasterisasi tanah yang ada di 

Kelurahan Tlogosari Wetan yang 

digunakan untuk mengelompokkan 

jenis tanah berdasarkan statusnya 

menjadi 4 (empat) klaster. Yaitu45 : 

1. Kluster 1 (K1)  

Klaster 1 adalah bidang tanah yang 

data fisik dan data yuridisnya sudah 

memenuhi syarat untuk dapat 

diterbitkan sertpikat hak atas 

tanahnya; 

2. Klaster 2 (K2) 

Klaster 2 adalah bidang tanah yang 

data fisik dan data yuridisnya sudah 

memenuhi syarat untuk dapat 

diterbitkan sertipikat hak atas 

tanahnya tetapi masih berperkara di 

Pengadilan. Dalam kasus ini, panitia 

ajudikasi akan melaksanakan 

beberapa tindakan seperti percepatan 

pembukuan hak dengan cara 

mengosongkn nama pemegang 

haknya, menerbitkan sertipikat 

apabila telah ada putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum 

dan putusannya memutuskan bahwa 

salah satu pihak yang berhak, atau 

tindakan terakhir adalah kepala 

kantor pertanahan mendatangi dan 

menerbitkan sertipikat apabila 

putusan dari pengadilan yang 

memiliki kekuatan hukum tetap, 

diterbitkan setelah tahun anggaran 

program pendaftaran tanah selesai, 

tanpa harus mengubah buku tanah 

yang sudah ditandatangani oleh 

panitia ajudikasi. 

3. Klaster 3 (K3) 

Klaster 3 adalah bidang tanah yang 

data fisik dan yuridisnya tidak dapat 

 
45 Slamet, Wawancara, Ketua LPMK 

Kelurahan Tlogosari Wetan (Semarang: 15 

Januari 2023). 

dibukukan serta diterbitkan sertipikat 

hak atas tanahnya, karena subjek 

pendaftaran tanah sistematis lengkap 

adalah Warga Negara Asing (WNA), 

Badan Hukum Swasta, subjek yang 

tidak diketahui, serta subjek yang 

tidak bersedia mengikuti pendaftaran 

tanah sistematis lengkap. Objeknya 

termasuk tanah P3MB, Tanah Ulayat, 

Tanah Absentee, Rumah Golongan 

III, Objek Nasionalisasi, atau objek 

tanah adalah milik adat, dokumen 

yang digunakan untuk pembuktian 

tidak lengkap, serta pihak yang terkait 

tidak bersedia untuk membuat surat 

pernyataan penggunaan bidang tanah. 

4. Klaster 4 (K4) 

Klaster 4 adalah bidang tanah yang 

objek dan subjeknya sudah terdaftar 

dan sudah diterbitkan sertipikat hak 

atas tanahnya, sehingga tidak dapat 

menjadi objek pendaftaran tanah 

sistematis lengkap secara langsung. 

 

3. Hasil Pelaksanaan PTSL dalam 

Klasterisasi di Kelurahan 

Tlogosari Wetan 

      Berdasarkan data yang telah 

peneliti dapatkan dari pihak 

kelurahan, Ketua LPMK, dan 

masyarakat yang menjadi narasumber 

dalam penelitian ini, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

PTSL di Kelurahan Tlogosari Wetan 

sudah berjalan namun belum 

terselesaikan secara keseluruhan. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan PTSL di kelurahan 

Tlogosari Wetan belum terselesaikan 

secara keseluruhan berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan Slamet 

selaku Ketua LPMK dan suami dari 

Siti Aminah selaku Ketua RW 4. 
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Beliau menuturkan bahwa seluruh 

pihak yang ikut andil dalam 

pelaksanaan PTSL sudah 

melaksanakan tugasnya dengan 

tuntas, namun permasalahan utama 

tetap terletak pada pihak Kantor 

Pertanahan Kota Semarang yang 

belum kunjung menerbitkan 

sertipikat tanah, meskipun panitia 

pelaksana PTSL sudah menyerahkan 

semua syarat yang dibutuhkan untuk 

penerbitan sertipikat, termasuk data 

dari pemohon pendaftaran tanah. 

Seluruh tanah milik pemohon 

pendaftaran tanah di Kelurahan 

Tlogosari Wetan ini termasuk ke 

dalam kategori K3.  

      Tanah yang termasuk dalam 

kategori K3 sendiri adalah bidang 

tanah yang data fisik serta yuridisnya 

tidak bisa dibukukan serta diterbitkan 

sertipikat hak atas tanahnya, karena 

subjek pendaftaran tanah sistematis 

lengkap adalah Warga Negara Asing 

(WNA), Badan Hukum Swasta, 

subjek yang tidak diketahui, serta 

subjek yang tidak bersedia mengikuti 

pendaftaran tanah sistematis lengkap. 

Objeknya termasuk tanah P3MB, 

Tanah Ulayat, Tanah Absentee, 

Rumah Golongan III, Objek 

Nasionalisasi, atau objek tanah adalah 

milik adat, dokumen yang digunakan 

untuk pembuktian tidak lengkap, serta 

pihak yang terkait tidak bersedia 

untuk membuat surat pernyataan 

penggunaan bidang tanah. 

Keseluruhan tanah yang ada di 

Kelurahan Tlogosari Wetan termasuk 

dalam golongan K3 dengan rincian 

sebagai berikut: Rumah negara 

golongan III  yang belum lunas sewa 

atau beli sebanyak 16 rumah (K3.2), 

Lahan yang dimiliki secara absentee 

sebanyak 15 bidang tanah dan 26 

rumah (K3.3), dan Pemohon yang 

tidak bersedia membuat surat 

pernyataan terhutang BPHTB/PPh 

sebanyak 91 rumah (K3.3) 

      Berdasarkan data yang peneliti 

dapatkan dari kantor Kelurahan 

Tlogosari Wetan, peneliti dapat 

menyaksikan bahwa sampai 

sekarang, semua pemohon 

pendaftaran tanah masih belum 

mendapatkan hak mereka berupa 

sertipikat tanah. Hal ini disebabkan 

oleh masing-masing status tanah yang 

dimiliki oleh warga di Kelurahan 

Tlogosari Wetan yang membuat 

penerbitan sertipikat tanah tidak dapat 

diterbitkan. 

      Data yang peneliti dapatkan dari 

Kantor Kelurahan Tlogosari Wetan 

menunjukkan bahwa masih terdapat 

sebanyak 148 (seratus empat puluh 

delapan) pemohon pendaftaran yang 

sampai sekarang masih belum 

mendapatkan sertipikat hak atas 

tanah. Jumlah ini terbilang sangat 

besar mengingat banyaknya jumlah 

pemohon pendaftaran tanah dan 

keseluruhannya belum bisa 

mendapatkan sertipikat. 

 

B. Upaya Penyelesaian Sisa 30% 

Tanah yang Belum Didaftarkan 

di Kelurahan Tlogosari Wetan 

Salah satu alasan mengapa PTSL ada, 

guna untuk percepatan pendaftaran 

tanah, supaya segera dapat terwujud 

tanah-tanah yang berada di wilayah 

Indonesia dapat terdaftar. Dalam 

pelaksanaannya, PTSL membutuhkan 

peran yang sangat besar, tidak hanya 

dari panitia yang telah ditunjuk yang 

berasal dari kantor pertanahan saja, 

melainkan juga peran dari perangkat 

desa, serta masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat dapat melakukan 

kerjasama, ataupun mendukung 

adanya pelaksanaan kegiatan PTSL 
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yang sedang berlangusng di 

wilayahnya.46  Dalam pelaksanaan 

program PTSL di Kelurahan 

Tlogosari Wetan, masih terdapat 30% 

tanah yang belum didaftarkan dan hal 

ini tentu menghambat program PTSL 

yang menargetkan hasil 100% tanah 

terdaftar. Dalam hal ini, faktor yang 

mengambat pelaksanaan program 

PTSL di Kelurahan Tlogosari Wetan 

dan upaya penyelesaiannya antara 

lain: 

 

1. Faktor yang Menjadi Kendala 

Dalam Pelaksanaan PTSL di 

Kelurahan Tlogosari Wetan 

      Faktor yang menjadi kendala 

dalam pelaksanaan program PTSL 

adalah penghambat yang membuat 

pelaksanaan program PTSL di 

Kelurahan Tlogosari Wetan menjadi 

relatif lebih lama dan tidak efektif. 

Sejauh ini ada beberapa faktor 

kendala dalam pelaksanaan program 

PTSL di Kelurahan Tlogosari Wetan, 

antara lain47 : 

a. Kurangnya antusiasme 

masyarakat 

      Antusiasme dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya 

mendaftarkan tanah mereka untuk 

mendapat perlindungan hukum 

adalah faktor utama yang dapat 

menyukseskan kegiatan PTSL, jika 

masyarakat kurang antusias maupun 

tidak memiliki kesadaran akan hal ini, 

 tentunya pelaksanaan PTSL akan 

terhambat. Dari total 4 RW dan 43 RT  

yang ada di Kelurahan Tlogosari 

Wetan, pasti ada warga yang enggan 

 
46 Mira Novana Ardani, Tantangan 

Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap dalam Rangka 

Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum,  

Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Edisi III, 

Oktober-November 2019, halaman 278 

atau tidak berminat untuk 

mendaftarkan tanah miliknya. Masih 

ada beberapa warga yang 

beranggapan bahwa tetangga di 

sekitar mereka sudah cukup untuk 

membuktikan bahwa mereka adalah 

pemilik yang sah di tanah yang 

mereka tempati atau tinggali. 

Sebagian warga lainnya, beranggapan 

bahwa sertipikat tanah hanya berguna 

sebagai jaminan untuk mendapat 

pinjaman dari bank, sehingga mereka 

beranggapan bahwa pendaftaran 

tanah tidak perlu dilakukan karena 

mereka tidak akan meminjam uang 

dari bank. 

      Kamto selalu Kepala Kelurahan 

Tlogosari Wetan menjelaskan bahwa 

antusiasme warga di Kelurahan 

Tlogosari Wetan untuk mendaftarkan 

tanahnya memang sudah cukup baik, 

namun pendaftaran tanah belum bisa 

berjalan 100% (seratus persen) karena 

masih ada warga yang beranggapan 

bahwa pendaftaran tanah bukanlah 

kegiatan yang penting. 

      Faktor lain yang mempengaruhi 

antusiasme warga untuk 

mendaftarkan tanah mereka adalah 

karena wilayah Kelurahan Tlogosari 

Wetan adalah kawasan industri, 

sehingga tidak cocok untuk 

digunakan sebagai peternakan 

maupun pertanian. Hal ini membuat 

warga yang memiliki lahan luas 

namun berada di tempat yang cukup 

jauh dari akses jalan besar menjadi 

malas untuk mendaftarkan tanah 

mereka karena tidak dapat digunakan 

sebagai peternakan maupun pertanian 

47 Slamet, Wawancara, Ketua LPMK 

Tlogosari Wetan (Semarang: 15 Januari 

2023) 
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serta menurut mereka biaya 

administrasi yang harus dibayarkan 

untuk mendaftarkan tanah terlalu 

mahal untuk tanah yang tidak 

produktif. 

b. Kepemilikan tanah secara 

absentee 

      Hambatan yang selanjutnya 

adalah pemilik tanah yang tidak ada 

di tempat atau berada di domisili lain. 

Beberapa orang memiliki sebidang 

tanah di Kelurahan Tlogosari Wetan, 

namun bertempat tinggal di tempat 

lain dan sulit untuk dijangkau. Hal ini 

tentu membuat pelaksanaan PTSL 

menjadi terhambat karena pemilik 

tanah yang berhak mendaftarkan 

tanahnya tidak ada di tempat. Salah 

satu tanah terbengkalai yang ada di 

Kelurahan Tlogosari Wetan terdapat 

di RW 02 RT 07. Narasumber peneliti 

yang bernama Laily dari RW 02 

mengutarakan bahwa tanah 

pekarangan yang ada di seberang 

rumahnya sudah lama tidak ditempati 

atau diurus oleh pemilik tanah, dan 

sampai sekarang pun belum tercatat 

sebagai bidang tanah yang telah 

didaftarkan. 

c. Tanah masih terdapat 

sengketa/permasalahan di pengadilan 

      Salah satu syarat untuk 

mendaftarkan tanah adalah tanah 

yang akan didaftarkan itu tidak 

terdapat masalah atau sengketa di atas 

haknya. Sengketa tanah ini tidak 

dapat diselesaikan secara instan, dan 

jika pihak yang bersengketa ingin 

memperjuangkan haknya, tentu akan 

memakan banyak waktu dan biaya 

sehingga tanah yang masih 

bersengketa dibiarkan begitu saja.  

 
48 Vika, Wawancara, Sekretaris Kelurahan 

Tlogosari Wetan (16 Januari 2023) 

Kelurahan Tlogosari Wetan sendiri 

adalah salah satu kelurahan di 

Kecamatan Pedurungan yang 

kepemilikan tanahnya masih dimiliki 

oleh keluarga secara turun-temurun, 

sehingga sengketa tanah yang terjadi 

antar pewaris tanah tidak sedikit 

terjadi. Hal utama dalam hal ini yang 

menjadi penyebab sengketa terus 

berjalan adalah keterbatasan ekonomi 

milik para pewaris tanah ini, karena 

mayoritas pewaris tanah yang 

bertempat tinggal di Kelurahan 

Tlogosari Wetan berasal dari keluarga 

tidak mampu, sehingga mereka 

memilih untuk berdamai dan tinggal 

bersama tanpa memperebutkan hak 

atas tanah yang mereka tempati. 

      Berdasarkan penjelasan yang 

peneliti dapatkan dari Kamto selaku 

Kepala Kelurahan, mayoritas pewaris 

tanah yang berasal dari keluarga tidak 

mampu ini kebanyakan bertempat 

tinggal di Jl. Syuhada Raya, oleh 

karena itu jalan ini turut menyumbang 

presentase tanah tidak didaftarkan 

yang cukup besar. 

 

2. Upaya Penyelesaian Masalah 

yang Menjadi Penghambat 

Pelaksanaan PTSL 

      Berdasarkan faktor penghambat 

yang ada di Kelurahan Tlogosari 

Wetan, peneliti bersama staff 

kelurahan dan panitia PTSL yang 

berjaga di kantor kelurahan juga 

mencari cara untuk mengurangi 

faktor penghambat seminimal 

mungkin sehingga angka pendaftaran 

tanah juga dapat terus meningkat. 

Upaya yang dapat dilakukan dalam 

hal ini antara lain48 : 
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a. Menghubungi pemilik tanah 

      Upaya ini dapat dilakukan dengan 

menghubungi salah satu pemilik 

bidang tanah di Kelurahan Tlogosari 

Wetan. Hal ini dapat dilaksanakan 

dengan meminta bantuan kepada 

kerabat yang bersangkutan untuk 

mendapat kontak yang dapat 

dihubungi. Selain itu, jika pemilik 

tanah pernah terdaftar sebagai warga 

Kelurahan Tlogosari Wetan, maka 

data yang ada dapat digunakan 

sebagai acuan untuk mendapatkan 

data tentang pemilik tanah yang 

bersangkutan. 

Dengan menghubungi pemilik tanah 

diharapkan permasalahan yang ada 

dapat diselesaikan, dan perangkat 

kelurahan serta panitia PTSL dapat 

membantu menyelesaikan masalah 

yang membuat pemilik tanah tidak 

tertarik untuk mendaftarkan 

tanahnya. 

b. Memberikan penghargaan 

kepada kelurahan dengan presentase 

PTSL terbanyak 

      Sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkan presentase tanah yang 

didaftarkan, sebaiknya Kantor 

Pertanahan Kota Semarang 

mengadakan sistem pemberian 

penghargaan kepada kelurahan 

dengan presentase pendaftaran tanah 

terbanyak, dengan hal ini maka setiap 

kelurahan dapat menjadi lebih 

bersemangat untuk melaksanakan 

program PTSL. 

c. Mengadakan sosialisasi 

secara umum maupun door to door 

      Sosialisasi tentang PTSL harus 

lebih digencarkan lagi mengingat 

masih terdapat 30% tanah yang belum 

didaftarkan di Kelurahan Tlogosari 

Wetan. Dalam hal ini, pihak 

kelurahan dapat mengadakan 

pertemuan di balai kelurahan untuk 

membahas tentang tata cara dan 

pentingnya pelaksanaan PTSL, dan 

keuntungan yang didapatkan dari 

pelaksanaan program tersebut. Lebih 

lanjut, untuk memastikan bahwa 

semua warga mendapat sosialisasi 

tentang PTSL, pihak kelurahan dapat 

mendatangi satu-persatu rumah warga 

yang tidak hadir saat pertemuan di 

balai kelurahan tadi. Metode 

mendatangi rumah warga satu-persatu 

untuk mengadakan sosialisasi tentang 

PTSL disebut dengan metode door to 

door. Metode ini merupakan salah 

satu metode terbaik untuk 

meningkatkan presentase pendaftaran 

tanah, karena mayoritas warga 

menjadi pemohon pendaftaran tanah 

setelah menerima sosialisasi tentang 

PTSL. 

d. Mempercepat pelaksanaan 

PTSL 

      Berdasarkan data yang telah 

peneliti ambil saat penelitian di 

Kelurahan Tlogosari Wetan, seluruh 

pelaksanaan tanah di Kelurahan 

Tlogosari Wetan belum mencapai 

titik finalnya. Selain hambatan-

hambatan yang berasal dari 

masyarakat, pihak yang berwenang 

untuk menerbitkan sertipikat pun 

turut andil dalam menyumbangkan 

hambatan kepada program PTSL ini, 

yaitu pelaksanaannya yang lambat. 

Diharapkan dengan adanya upaya 

dari Kantor Pertanahan Kota 

Semarang untuk mempercepat 

pelaksanaan PTSL di Kelurahan 

Tlogosari Wetan, sertipikat dan hak 

atas tanah dapat segera dimiliki oleh 
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pemilik tanah di Kelurahan Tlogosari 

Wetan. 

      Hartono selaku salah satu warga 

yang telah mendaftarkan permohonan 

pendaftaran tanah menuturkan bahwa 

dalam pelaksanaan program PTSL ini 

pihak Kantor Pertanahan Kota 

Semarang dinilai cenderung lamban 

dalam melaksanakan tugasnya. 

Beliau berharap hasil dari 

pelaksanaan PTSL yang berupa 

sertipikat dapat segera diterbitkan dan 

kedepannya program ini dapat 

dijalankan dengan lebih baik. 

      Dalam penelitian ini, peneliti 

berpendapat bahwa dalam rangka 

mengupayakan penyelesaian 30% 

tanah yang belum didaftarkan di 

Kelurahan Tlogosari Wetan, cara 

terbaik yang dapat dilakukan oleh 

panitia PTSL dan pihak Kelurahan 

Tlogosari Wetan adalah untuk 

menghubungi pemilik tanah yang 

tidak berada di tempat yang sama 

dengan tanah yang dimilikinya, serta 

melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pentingnya 

mendaftarkan tanah milik mereka, 

baik dengan cara dikumpulkan di 

balai kelurahan maupun dengan 

metode sosialisasi door to door. 

Dengan adanya 2 (dua) upaya terbaik 

menurut peneliti tersebut, diharapkan 

upaya penyelesaian masalah 30% 

tanah yang belum didaftarkan di 

Kelurahan Tlogosari Wetan akan 

mengalami perkembangan sehingga 

program yang dijalankan oleh 

pemerintah ini dapat berjalan dengan 

baik.  

      Dengan semakin meningkatnya 

presentase pendaftaran tanah, hal ini 

tentu menjadi keuntungan bagi kedua 

belah pihak, di satu sisi pemerintah 

dapat dinyatakan sukses dalam 

menjalankan programnya dan di sisi 

lain masyarakat sebagai pemilik tanah 

dapat merasa tenang karena hak 

mereka dilindungi oleh hukum. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilaksanakan 

oleh peneliti, kesimpulan yang dapat 

peneliti ambil adalah berupa beberapa 

poin sebagai berikut: 

1. Hasil klasterisasi tanah di 

Kelurahan Tlogosari Wetan dapat 

dikatakan kurang baik karena semua 

pemohon pendaftaran tanah 

mendapati bahwa tanah milik mereka 

termasuk ke dalam golongan K3. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan 

PTSL di Kelurahan Tlogosari Wetan 

yang dilaksanakan oleh pihak 

Kelurahan dan panitia pelaksana 

PTSL sudah sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, hanya saja program ini 

belum dapat terlaksana secara 

maksimal karena adanya beberapa 

hambatan yang hadir dalam 

pelaksanaannya, salah satunya adalah 

sertipikat tanah yang tidak kunjung 

terbit. Kantor Pertanahan Kota 

Semarang dinilai kurang baik dalam 

pekerjaannya karena sampai saat ini 

pun masyarakat masih belum 

menerima sertipikat yang seharusnya 

mereka dapatkan. Di sisi lain, 

penyebab warga belum mendapatkan 

sertipikat mereka adalah karena tanah 

yang mereka miliki termasuk ke 

dalam golongan K3 sehingga 

sertipikat tidak dapat diterbitkan. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/


DIPONEGORO LAW JOURNAL 

Volume , Nomor , Tahun 2023 

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/ 

 
 

13 
 

2. Upaya terbaik untuk 

menyelesaikan permasalahan sisa 

30% tanah yang belum didaftarkan di 

Kelurahan Tlogosari Wetan adalah 

dengan melaksanakan sosialisasi dan 

menghubungi pemilik tanah yang 

bertempat tinggal jauh dari tanah 

miliknya. Sosialisasi dapat 

dilaksanakan baik dengan sosialisasi 

secara umum yang biasa dilaksanakan 

di balai desa maupun sosialisasi 

secara door to door dengan cara 

mendatangi rumah warga tujuan 

sosialisasi satu persatu, mengingat 

mayoritas warga di Kelurahan 

Tlogosari Wetan menjadi pemohon 

pendaftaran tanah setelah menerima 

sosialisasi tentang PTSL. Selain itu, 

sosialisasi dengan cara menghubungi 

pemilik tanah yang bertempat tinggal 

jauh dari tanah yang dimilikinya 

merupakan salah satu solusi terbaik 

karena pemilik tanah yang bertempat 

tinggal jauh dari tanahnya tidak dapat 

dijadikan sasaran sosialisasi secara 

umum maupun secara door to door. 

 

B. Saran 

      Berdasarkan  hasil penelitian yang 

telah peneliti laksanakan, saran yang 

dapat peneliti sampaikan adalah: 

1. Dengan masih adanya 

masyarakat yang belum mengikuti 

program PTSL di Kelurahan 

Tlogosari Wetan, hendaknya 

masyarakat Kelurahan Tlogosari 

Wetan yang belum mendaftarkan 

tanah miliknya segera mengajukan 

permohonan pendaftaran tanah agar 

masyarakat segera mendapatkan 

sertipikat yang menjadi bukti 

kepemilikan atas tanah serta 

mendapatkan perlindungan hukum 

atas tanah yang dimilikinya. 

Masyarakat juga hendaknya lebih 

memahami tentang status tanah yang 

akan didaftarkan. 

2. Panitia pelaksana PTSL 

hendaknya dapat menjadi media 

untuk membantu masyarakat dalam 

mendaftarkan tanah milik mereka, 

mulai dari awal permohonan 

pendaftaran tanah hingga saat 

sertipikat diterbitkan. Pihak-pihak 

yang menjadi pengurus program 

PTSL ini juga diharapkan untuk dapat 

mendampingi masyarakat dalam 

menelusuri status tanah mereka dan 

syarat apa saja yang belum mereka 

penuhi. Sehingga kedepannya, 

presentase pendaftaran tanah di 

Kelurahan Tlogosari Wetan ini 

semakin meningkat serta tidak terjadi 

lagi kasus tanah milik masyarakat 

yang sampai sekarang masih 

termasuk ke golongan K3. 
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